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I.LPSK Dorong Prinsip
Nonkritmminalisasi

Korban

LEMNMB"AGS Perlindungan Saksi
danmn Korban (L.PSK) mendorongs
aggar primsip mnonkrirmdinalisasi
terhadap korbamn timdalk pi-
danmna kekerasan selksual (TPEKS)
masuk dalarm Rancangarn Linm-
dang-Undang (RUL) tentang
Tindalk PFPidana Kekerasan Selk-
sual (TPKS). Walklil Ketua LPSI
AMAontonius PS Wiboww o imeriu-
turkan banvalk selkali terjadi
Ikriminalisasi terhadap korban
yang alkhirmnyva menghamlat
merceka memperjuangkan
hak-hak merelka karena dipexr-
karakan saat melaporkan atau
memberikan kesalksian.

Ta rmenjelaskain primsip mori-
Ikriminalisasi terhadap koxr-
Ihranmn kekerasan seksuial sudah
AdAiatur dalarm ULUJ No 31/2071<2
tentang Perlindungan Salksi
dan Korban. Khususniyva Pasal
10O. Selaim itu, dalarmnm UL INoO
21/ 2007 tentang Pemberan-—
tasan Timdalk Pidamnmna Perda-
Zangamn Oramg.

“Prinsip monkrinminalisasi
yang sudah ada dalarmm dua UOu
ini akamn semalkin kuat kalau
ditegaslkan kermbali di dalammnm
RUU TPKS.” ujar Aanton ketilca
Adihuburngsi, kermarin.

Prinsip nonkriminalisasi texr-
hadap korban., terang Amton,
harus senantiasa disebarlu-
askan kepada maswvaralkat
dan aparat penecalk hulkurn.
Selain itu, dalarmm pernangarary
rerkara tinndalk pidamna ke-
kerasamn selksuial, Tmenurutnyva,
diperlukan sosialisasi serta
pedoman teknis bagi aparat
recnegak hukum. Karcria itu,
Prenancanan perkara beroriern-
tasi pada perlindungcan damn
Ppremulibhhan halk korlba.

Pemmulihan halk-halk korban
dang diatur dalam RUIJUD TPKS,
antara laim restituasi. Retitusi
atau ganti kerugian alkiloat tin-
dalk pidana kekerasan selksual.
ImMmenurut Anton, hhal ini perlu
diatur lebilh terperinci dalain
RUU TPKS. ITa menvebut sejauh
imi belurm permnah dilakukan
PPerampasan harga pelalkiur tin-

TPrinsip
NnonkrirNMmMinmnalisasi
yvanmng sudah

ada dalarm dua
U imi akanmn
semmakin kuat
kkalau ditegaskan
kermbali di dalarm
RUU TPRPKS.”

Antonius PSS Wibowvvwo
vWwakil Ketua LPSK

dak kelkerasan seksual uantulk
mermbayar restituasi.

"TKalau RULT TIRKS rImaua rmeng—
adopsi ini akan bagus selkali
tentang perlunya harta atau
aset pelaku disita unNntulk IMmerr-—
bayvar restitusi korban.,” aucap-
nRTa .

Restitusi. iTmnmbuhnya., diaju-
kKanmn LIPTSK pada jakKsa pernuri—
Tt wmiImurimn untulk diputus di
Prpengadilan. Sedangkan perrni-—
bavaran restitusi dilakulkan
setelah putusan pengadilan
bersifat tetap.

Sementara itu, hvMienteri Perm—
berdayaan Perempuain dain
Perlindungan Analk (PPPA)Y Bin
tangs Puspavogcsca berdialogs de-—
ngan Forurm Pengada L.ayvarnan
(FPL) terkait penyelenngsaraan
lavanan terpadu korban ke-—
kerasamn seksiuial.

(T OoOrmcerrr-Tiy a C1L1ITYrL Aa sSatuia.
semua korbhan kekerasarn ter-
tangani dan harus ada wvwang
mengoordinasilkamn di wilayvaly.
Kita doromng sekaraing sistern
reradilam pidana texrpaduia,
funmngsi koordinasi penangananr
kKasus kekerasan terhadap
rerermpuan. Oleh karernax itu.
Kita meminta pada pasal imid
dapat diperbaiki.” ujar Koor -
dinator Sekretariat NWNasional
FPIL bagi Perempuan Korlbhamn
HKHekerasarn., Veni Siregar. (Ind/
Far/P-5S2
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